

KAJIAN HUKUM TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
Oleh :

Sunandar PS
Prodi Teknik Pertambangan, FSTT Universitas Pendidikan Mandalika
Abstrak : Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung apakah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya. Metode penelitian bersifat yuridis normatif. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tersebut wajib mengacu pada ketentuan Pasal 94 Undang- Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai seluruh Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 87 diatur dan ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi serta memperhatikan ketentuan peralihan Pasal 187 Huruf a dan b
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PENDAHULUAN
Bangunan Gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat pengaturan mengenai Fungsi Bangunan Gedung, persyaratan Bangunan Gedung, penyelenggaraan Bangunan Gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna Bangunan Gedung pada setiap tahap penyelenggaraan Bangunan Gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dengan lingkungannya, bagi	kepentingan	masyarakat	yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, penyelenggaraan PBG diatur agar masyarakat dapat memenuhi persyaratan standar teknis dalam mendirikan Bangunan Gedung sehingga Bangunan Gedung yang terbangun dapat terjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel.
Pemenuhan standar teknis Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya diharapkan dapat menghindari kegagalan konstruksi maupun kegagalan Bangunan Gedung.
Penyelenggaraan PBG dilakukan melalui dua
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proses, yakni perencanaan PBG dan penerbitan PBG. Pada proses penerbitan PBG, terdapat tiga tahapan penerbitan sebagai berikut:
1. penetapan nilai Retribusi yang dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan Indeks Terintegrasi (Fungsi Bangunan Gedung dan Klasifikasi Bangunan Gedung) dan harga satuan Retribusi (standar harga satuan tertinggi) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. pembayaran Retribusi dilakukan oleh pemohon setelah penetapan nilai Retribusi, dan bukti pembayaran Retribusi dipergunakan oleh pemohon PBG sebagai persyaratan penerbitan PBG; dan
3. penerbitan PBG dilakukan oleh dinas yang membidangi urusan perizinan setelah menerima bukti pembayaran Retribusi. Dokumen PBG dimaksud meliputi dokumen PBG dan lampiran dokumen PBG. Dalam hal penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK), pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis dilakukan oleh TPA pusat dengan melibatkan Kementerian atau lembaga terkait dan Pemerintah Daerah sebagai lokasi pembangunan BGFK.
Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Dengan diajukannnya Rancangan Peraturan Daerah ini, baik Pemerintah Daerah ataupun masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, sekaligus dapat memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan Bangunan Gedung.
Berkaitan dengan hal tersebut, peran aktif pemerintah baik di tingkat pusat maupun Daerah sangat penting untuk perbaikan layanan pemerintah,
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sekaligus untuk terus mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah secara bertahap. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung tersebut bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung dan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung pada umumnya.
PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk membiayai kebutuhan pengeluaran di Daerah.
Kewenangan tersebut memberikan keleluasaan bagi Daerah untuk mengoptimalkan sumber PDRD termasuk di antaranya diskresi penetapan tarif PDRD. Meskipun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan PDRD, pelaksanaan pungutan PDRD tersebut harus selaras dengan kebijakan fiskal nasional, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
1. PBB-P2; b. BPHTB;
2. PBJT;
3. Pajak Reklame;
4. PAT;
5. Pajak MBLB;
6. Pajak Sarang Burung Walet;
7. Opsen PKB; dan
8. Opsen BBNKB.
Kemudian dalam Pasal 87 ayat (1), Jenis Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Pedzinan Tertentu.
Pasal 87 ayat (2), Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 88 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a di atas meliputi:
a. pelayanankesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
d. pelayanan pasar; dan
e. pengendalian lalu lintas.

Kemudian dalam Pasal 88 ayat (3), Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
d. penyediaan	tempat
penginapan/pesanggrahan/vila;
e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 88 ayat (4), Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:
a. persetujuan bangunan gedung;
b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
c. pengelolaan pertambangan rakyat.
Sesuai dengan amanat Pasal 94 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 bahwa ketentuan mengenai seluruh Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 87 diatur dan ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.
Muatan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi tersebut terdiri dari Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi.
Selain itu, muatan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi tersebut di atas harus juga memperhatikan ketentuan peralihan Pasal 187 huruf a, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Undang- Undang ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan Pasal 187 huruf b, Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih
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tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.
PENUTUP

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tersebut di atas wajib mengacu pada ketentuan Pasal 94 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa ketentuan mengenai seluruh Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 87 diatur dan ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diberikan saran bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dilakukan perbaikan atau penyesuaian dan penyempurnaan rumusan sehingga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 94 yang mengamanatkan ketentuan mengenai seluruh Pajak dan Retribusi diatur dan ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah serta dengan memperhatikan ketentuan peralihan Pasal 187.
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